SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER

BEDAH BUKU SERI PERTAMA "HAK POLITIK PEREMPUAN DI
PARLEMEN : PERSPEKTIF HUKUM YANG BERKEADILAN"

Menimbang

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

:a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum
Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026
tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel
Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan
2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan akan
menyelenggarakan kegiatan Bedah Buku sebagai bagian
dari pelaksanaan program Divisi Teknis Penyelenggaraan
Pemilu Tahun 2026, yang dalam pelaksanaannya
menghadirkan penulis buku dari salah satu perguruan
tinggi dan paling sedikit 2 (dua) panelis;

b. bahwa sesuai Berita Acara Nomor 78 /PK.01-BA/6571 /2026
tertanggal 29 Juni 2026, KPU Kota Tarakan akan
melaksanakan  Sosialisasi dan Pendidikan  Pemilih
Berkelanjutan Tahun 2026 Segmentasi Pemilih Marjinal dan
Bedah Buku Seri Pertama "Hak Politik Perempuan di
Parlemen : Perspektif Hukum yang Berkeadilan" dengan
menunjuk narasumber dari pihak eksternal Komisi
Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penunjukan

Narasumber Bedah Buku Seri Pertama "Hak Politik



Mengingat

: 1.

Perempuan di Parlemen : Perspektif Hukum yang
Berkeadilan";

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lernbéran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7144);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

. Peraturan Menteri Kenangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 570);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;

Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-
SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian
Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis

Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024;

MEMUTUSKAN:

PENUNJUKAN NARASUMBER BEDAH BUKU SERI PERTAMA
"HAK POLITIK PEREMPUAN DI PARLEMEN : PERSPEKTIF
HUKUM YANG BERKEADILAN".

Menunjuk Narasumber Bedah Buku Seri Pertama "Hak
Politik Perempuan di Parlemen : Perspektif Hukum yang
Berkeadilan" sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun 2026.



KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 1 Juli 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
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